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DENGAN meningkatkan
kompetensi pelayanan ke-
sehatan melalui Undang-
Undang Keperawatan, hak
dan kewajiban perawat
diatur dengan jelas.

erjalanan Rancangan
Undang-Undang (RUU)
Keperawatan segera
memasuki tahap akhir.
o Ketua Panitia Kerja
RUU Keperawatan Nova Riyanti
Yusuf menargetkan RUU ini sudah
disahkan tahun ini. “Waktunya
kira-kira 6¢ hari kerja atau sekitar
dua kali masa sidang,” ujar Nova
yang juga Wakil Ketua Komisi IX
Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu
(29/5). Pckan lalu, menurut Nova,
RUU ini sudah dibawa ke Badan
Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus
pun sudah mengembalikan rancan-
gan tersebut kepada komisi IX,
yang mermbidangi kependudukan,
kesehatan, lenaga kerja dan trans-
migrasi. untuk diproses lebih lan-
jut. Presiden juga telah menugas-
kan lima menteri -- yaitu Menteri
Kesehatan, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, serta Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia -
untuk membahas RUU ini ber-
sama Komisi IX. Nova mengata-
kan, undang-undang (UU) ini
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memiliki arti penting bagi ma-
syarakat dan tentu pula para pera-
wat. Daerah tertinggal, perbatasan
dan kepulauan (DTPK) dimasuk-
kan sebagai poin penting dalam
rancangan UU ini.

Terkait dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BP]S) yang akan diberlakukan
pada 2014, kata Nova, RUU
Keperawatan ikut berperan pula
dalam distribusi tenaga kesehatan.

il KETUA Panja RUU Keperawatan
Nova Riyanti Yusuf.

“Karena terkait BPJS kita harus
mempersiapkan sumber daya
manusianya,” ujarnya. la
menyadari bahwa setelah RUU ini
disahkan masih ada beberapa ta-
hapan untuk mengatur soal-soal
teknisnya. “Kita berjalan paralel
saja,” katanya.

Bagian yang tak kalah penting
dalam RUU ini adalah soal kompe-
tensi perawat. Nova mengatakan,
UU Keperawatan bakal mengama-

natkan kepada organisasi profesi
keperawatan untuk menyusun
standar pendidikan profesi kepet-
awatan yang melibatkan
Kolegitun Keperawatan.
Standar pendidikan
keperawatan itu, ujar
Nova, harus disahkan
oleh Konsil Keperawatan
Indonesia. Dalam RUU
Keperawatan disebutkan,
Konsil Keperawatan Indonesia
mempunyai fungsi pengaturan,
pengesahan, serta penetapan kom-

“'petensiperawat yang menjalankan

praktek keperawatan dalam rangka
meningkatkai mutu pelayanan
keperawatan.

“Saat ini banyak berdiri sekolah
perawat, namun kita tidak tahu

" apakah semua memiliki mutu yang

baik,” ujar Nova membeberkan ala-
san penyusunan standar pen-
didikan keperawatan. Intinya, pera-
wat wajib meningkatkan kompe-
tensinya. Nanlinya, setiap perawat
yang akan melakukan praktek
keperawatan di Indonesia juga
harus memiliki Surat Tanda
Registrasi Perawat (STRP), baik
untuk perawat vokasional maupun

profesional. Sejumlah syarat
ditetapkan untuk mendapatkan
STRP, seperti memiliki
ijazah dan telah lolos uji
kornpetensi. Perawat yang
mengantongi STRP itu
dapat melaksanakan
tugas sesuai kompetensi
dan memperoleh ja-
minan perlindungan ter-
hadap risiko kerja yang
berkaijtan dengan tugasnya.

Dengan RUU ini akan ada kewe-
nangan tertentu yang diemban pe-
rawat dan perawat harus bertang-
gung jawab atas kewajiban-kewa-
jibannya. Mengenai hubungan de-
ngan profesi lain seperti dokter,
Nova mengatakan,”Ini merupakan
manajemen team work.”

Nova mengakui, saat penyu-
sunan RUU tersebut, beberapa hal
mengundang diskusi yang cukup
panjang. Misalnya saat membicara-
kan soal Konsil Keperawatan. “Ini
sesuatu yang baru, tampaknya ada
kekhawatiran jika nanti tidak berja-
lan sebagaimana mestinya,” ujar
Nova.
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